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ABSTRAKSI

KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
SUATU PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

OLEH
ROZAIN

NIM : 05 840 0075
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Analisis hukum dalam kajian pembahasan skripsi ini sistem pembuktian
dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Pembuktian dalam suatu tindak pidana
pembunuhan berencana akan memberikan kondisi kepada hal-hal yang berhubungan
dengan salah tangkap, vonis yang tidak tepat. Atau dengan perkataan lain
pembuktian akan memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum untuk
melakukan proses hukum terhadap seorang tersangka. Selain itu pembuktian juga
akan memberikan perlindungan hukum kepada seseorang yang disangkakan telah
melakukan pembunuhan, karena aparat penegak hukum harus terlebih dahulu
memberikan bukti bahwa seseorang tersebut adalah pelakunya.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana
kedudukan pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUH
Pidana bagaimana upaya-upaya penyidik dalam mencari bahan bukti yang
berhubungan dengan kasus pembunuhan berencana.

Untuk melakukan pembahasan skripsi ini maka dilakukan penelitian secara
kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan dengan cara
menganalisis kasus.

Dari hasil penelitian maka diketahui kedudukan pembuktian dalam tindak
pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUH Pidana amat sangat penting, karena
dengan adanya pembuktian maka akan diketahui siapa yang bertanggung jawab atas
suatu tindak pidana pembunuhan berencana, bagaimana proses pembunuhan terjadi,
serta alat apa yang dipakai dalam pembunuhan tersebut.

Kedudukan pembuktian ini juga memberikan pilihan bagi hakim untuk
memutus perkara pembunuhan berencana tersebut. Upaya-upaya penyidik dalam
mencari bahan bukti yang berhubungan dengan kasus pembunuhan berencana adalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Univ&Al"csé&:gg H%qﬁ?r‘%ﬁe&itory uma.acid)2/8/24



Rozain - Kedudukan Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dalam Suatu Pemeriksaan....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Univ&Al"csé&:gg H%qﬁrb%i)e&itory uma.ac.id)2/8/24



Rozain - Kedudukan Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dalam Suatu Pemeriksaan....

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah
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BAB1

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang mempunyai peranan penting dalam pemeriksaan di
persidangan untuk mengupayakan pemberian putusan (vonnis) yang adil dan jujur
menurut hukum adalah hal pembuktian. Hukum pembuktian merupakan keseluruhan
aturan hukum mengenai kegiatan atau rekonstruksi suatu kegiatan yang benar dari
setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang
diduga melakukan perbuatan pidana.

Kegiatan pembuktian sangat mendukung untuk memperoleh kebenaran dan
keadilan material menurut hukum. Dari pembuktian inilah hakim memperoleh
keyakinan yang kuat tentang bersalah tidaknya seseorang terdakwa yang dihadapkan
di depan persidangan sehingga dengan demikian hakim dapat memberi putusan
di depan persidangan sehingga dengan demikian hakim dapat memberi putusan
(vonnis) yang seadil-adilnya.

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah :

(1) a. Keterangan saksi,
b. Keterangan ahli,
c. Surat
d. Petunjuk,

e. Keterangan terdakwa.
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pembuktian  khususnya alat bukti pendapat ahli dalam suatu tindak pidana
pembunuhan Pasal 340 KUH Pidana.

3. Di samping itu penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumbangan
terhadap identifikasi dari hukum dan pelaksanaan serta hendaknya bermanfaat

bagi instansi terkait.

F. Metode Pengumpulan Data
Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang
lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa
yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan :
1. Penelitian Kepustaan (Library Research)
Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang masih bersifat
teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun
pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan
dalam praktek di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan dengan cara
mengambil kasus yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu Kasus

Pembunuhan.

G. Sistematika Penulisan

UNIVE%%lﬁ‘IA Spl\el%zul\lll%h hsll&npm ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai
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BAB II1
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI

KETERANGAN AHLI

A. Penerapan dan kecenderungan Sistem Pembuktian KUHAP

Bagaimana pelaksanaan sistem pembuktian menurut undang-undang secara
negatif dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Dari masa HIR maupun
pada saat sekarang setelah berlakunya KUHAP, penghayatan penerapan sistem
pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana yang dirumuskan
pada Pasal 183 KUHAP, pada umumnya sudah mendekati makna dan tujuan sistem
pembuktian itu sendiri. Tentu hal ini tanpa mengurangi segala macam keluhan,
pergunjingan dan kenyataan yang kita jumpai. Keluhan dan kenyataan ini timbul
disebabkan masih terdapat kekurang sadaran sementara aparat penegak hukum yang
menitik beratkan penilaian salah tidaknya seorang terdakwa lebih ditentukan oleh
keyakinan hakim.

Yang menonjol dalam pertimbangan putusan adalah penilaian keyakinan
tanpa menguji dan mengkaitkan keyakinan itu dengan cara dan dengan alat-alat bukti
yang sah. Sebaliknya sering pula dijumpai pertimbangan putusan pengadilan yang
seolah-olah mendasarkan penilaian salah atau tidaknya terdakwa, semata-mata
didasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Motivasi

pertimbangan hukum membuktikan kesalahan terdakwa, tidak diwarnai dan tidak

WM‘WE}S&W vhakim. Misalnya, dalam suatu uraian pertimbangan putusan
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B. Sistem Pembuktian Yang Dianut KUHAP

Berbicara mengenai sistem pembuktian adalah bertujuan untuk mengetahui
bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang
diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap
cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa.

Untuk menjawab judul dari sub bab di atas, dapat dilihat isi Pasal 183
KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah
yang bersalah melakukannya”.

Kalau dibandingkan bunyi pasal 183 KUHAP dengan pasal 294 HIR, hampir
bersamaan bunyi dan maksud yang terkandung di dalamnya. Dapat dilihat bunyi
Pasal 294 HIR, Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak
yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar
telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan
perbuatan itu.

Dari kedua bunyi pasal tersebut, baik yang termuat pada Pasal 183 KUHAP
maupun yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 294 HIR, keduanya sama-sama
menganut sistem “ pembuktian menurut undang-undang secara negatif “.

Perbedaan antara keduanya, hanya terletak pada penekanannya saja. Pada Pasal 183

KUHAP, syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah, lebih ditekankan

dﬁ'ﬁ%ﬁﬁwxmﬁAHﬂ%dapat dilihat dalam kalimat : ketentuan pembuktian
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dekat dengan kesewenang-wenangan seandainya penilaian kesalahan terdakwa
semata-mata ditentukan oleh keyakinan seperti yang dianut sistem pembuktian
conviction-intime. Bukankah keyakinan itu bersifat abstrak dan tersembunyi secara
subjektif dan sulit mengujinya dengan cara dan ukuran objektif. Oleh karena itu
sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata, mempunyai tendensi
keecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya ter-
dakwa kepada penilaian subjektif hakim. Sedang masalah subjektif seorang manusia,
sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan orang yang bersangkutan. Setiap
manusia memiliki sikap keyakinan yang berbeda, sehingga akan dikhawatirkan
praktek penegakan hukum yang berbeda dan beragam dalam pemidanaan. Akan tetapi
sebaliknya, jika pemidanaan terdakwa semata-mata digantungkan kepada ketentuan
cara dan menurut alat-alat bukti yang sah tanpa didukung oleh keyakinan hakim,
berarti kebenaran dan keadilan yang diwujudkan dalam upaya penegakan hukum
tersebut, sedikit banyak agak jauh dari kebenaran sejati. Karena seolah-olah sistem ini
hanya mengejar dan mewujudkan kebenaran formil belaka. Dan dapat menimbulkan
suatu tekanan batin kepada hakim karena menjatuhkan pidana kepada seorang
terdakwa yang diyakininya tidak benar-benar bersalah.

Bagaimana pelaksanaan sistem pembuktian menurut undang-undang secara
negatif dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Dari masa HIR maupun
pada saat sekarang setelah berlakunya KUHAP, penghayatan penerapan sistem

pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana yang dirumuskan

pﬁ‘fﬁﬁ%l’[’ffgﬂﬁ%& Xﬁ%umumnya sudah mendekati makna dan tujuan sistem
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pembuktian itu sendiri. Tentu hal ini tanpa mengurangi segala macam keluhan,
pergunjingan dan kenyataan yang kita jumpai. Keluhan dan kenyataan ini timbul
disebabkan masih terdapat kekurang sadaran sementara aparat penegak hukum yang
menitik beratkan penilaian salah tidaknya seorang terdakwa lebih ditentukan oleh
keyakinan hakim.

Yang menonjol dalam pertimbangan putusan adalah penilaian keyakinan
tanpa menguji dan mengkaitkan keyakinan itu dengan cara dan dengan alat-alat bukti
yang sah. Sebaliknya sering pula dijumpai pertimbangan putusan pengadilan yang
seolah-olah mendasarkan penilaian salah atau tidaknya terdakwa, semata-mata
didasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Motivasi
pertimbangan hukum membuktikan kesalahan terdakwa, tidak diwarnai dan tidak
dipadu dengan keyakinan hakim. Misalnya, dalam suatu uraian pertimbangan putusan
pengadilan. Jarang sekali dijumpai uraian pertimbangan yang secara sistematis dan
argumentatif mengkaitkan dan memadukan keterbuktian kesalahan terdakwa dengan
keyakinan hakim. Pokoknya, asal kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah
menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, tanpa
mengutarakan motivasi keyakinan hakim akan keterbuktian tadi, hakim pada

114

umumnya sudah merasa cukup “ menimpali “ keterbuktian itu dengan rumusan
kalimat yang sudah baku, kesalahan terdakwa telah terbukti dan diyakini. Seolah-olah
keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa hanya ditarik saja tanpa motivasi dari

keterbuktian kesalahan yang dibuktikan. Malah kadang-kadang pertimbangan yang

terfypng Jalam, afy BRNSAR prngadilan, banya berisi uraian diskriptif tanpa alasan
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sekalipun hakim tingkat pertama telah menuangkan secara tegas keyakinannya akan
kesalahan terdakwa dalam putusan. Namun penegasan keyakinan yang bagaimanapun
jelasnya, sama sekali tidak merupakan alasan dan halangan bagi hakim tingkat
banding maupun tingkat kasasi untuk membatalkan putusan dimaksud jika hakim
peradilan tingkat banding atau kasasi berpendapat bahwa kesalahan terdakwa belum
cukup terbukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-
undang.

Alasan kedua, pada lazimnya jika kesalahan terdakwa telah benar-benar
terbukti menurut ketentuan cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-
undang, keterbuktian kesalahan tersebut akan membantu dan mendorong hati nurani
hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa. Apalagi bagi seorang hakim yang
memiliki sikap hati-hati dan bermoral baik. Tidak mungkin keyakinannya yang
muncul kepermukaan mendahului keterbuktian kesalahan terdakwa. Mungkin pada
taraf pertama sang hakim sebagai manusia biasa, bisa saja terpengaruh oleh sifat
prasangka. Akan tetapi bagi seorang hakim yang jujur dan waspada, prasangkanya
baru semakin membentuk suatu keyakinan, apabila hal yang diprasangkainya itu
benar-benar terbukti di persidangan berdasar ketentuan, cara dan dengan alat-alat
bukti yang sah menurut undang-undang.

Jelas sudah, dari alasan-alasan ringkas yang diuraikan di atas, pada
hakekatnya Pasal 183 KUHAP berisi penegasan sistem pembuktian menurut undang-

undang secara negatif. Tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang

kesalahangyeaidak Serhuktipsecara sah menurut undang-undang. Keterbuktian itu
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Untuk menjawab hal ini, dapat dilihat isi pasal 183 KUHAP yang menyatakan
dengan tegas bahwa kesalahan terdakwa itu hanya dapat dibuktikan dengan sekurang-
kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang,.

Ini berarti untuk menentukan kesalahan terdakwa tidak mesti dipenuhi seluruh
bukti-bukti yang terdapat di dalam pasal 184 KUHAP, tetapi telah cukup jika didapat
2 (dua) alat bukti. Dua alat bukti itu tidak mesti selalu surat dengan saksi. Tetapi
boleh juga kedua bukti tersebut merupakan saksi-saksi, atau saksi dengan petunjuk,
atau keterangan terdakwa dengan surat, dan sebagainya.

Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27
Juni 1983 No. 185 K/Pid/1982 yang membatalkan Putusan pengadilan Tingkat
Banding dan Putusan tingkat pertama. Alasan pembatalan didasarkan kepada
pendapat bahwa kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didasarkan
kepada bukti petunjuk saja yakni pengakuan terdakwa di luar sidang. Dengan
demikian alat bukti tersebut tersebut belum memenuhi azas batas minimum
pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang.

Sebenarnya azas prinsip minimum pembuktian ini bukan hanya terdapat di
dalam Pasal 183 KUHAP saja, tetapi juga dapat dilihat dalam pasal 185 ayat 2
KUHAP yang menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan
bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan.

Demikian juga dapat dilihat di dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang

menyatakan bahwa pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan

k%mﬁ Agm A%lm%emeriksaan perkara secara cepat, satu alat bukti saja
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sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Selain dari perkara cepat, maka
tidak diperkenankan oleh undang-undang untuk menampilkan satu alat bukti.

Selain itu banyak contoh-contoh kasus lain yang putusan Pengadilan Tinggi
maupun Pengadilan negeri dibatalkan oleh Mahkamah Agung sehubungan dengan
kurang lengkapnya atau tidak dipenuhinya prinsip minimum pembuktian, seperti
Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1978 No. 18 K/Kr/1977 membebaskan
terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan, karena putusan judex factie salah
menerapkan hukum pembuktian, dimana hanya menjatuhkan putusannya semata-mata

atas satu keterangan saksi saja.

D. Alat-Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana
Kalau diperhatikan Pasal 184 KUHAP dapat diperinci jenis alat bukti yang
sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti ini tidak diperkenankan sebagai alat
bukti.
Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain :
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.
Menurut Pasal 164 HIR, alat-alat bukti terdiri dari :

a. Surat
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b. Saksi

c. Sangka

d. Pengakuan
e. Sumpah.

Jika dibandingkan dengan HIR, maka jelas jenis alat bukti terdapat di dalam
KUHAP terdapat penambahan alat bukti, yaitu tentang keterangan ahli. Di samping
itu, terdapat pula perubahan redaksi tentang “ pengakuan terdakwa “ dalam HIR
menjadi “ keterangan terdakwa ““ dalam KUHAP.

Untuk lebih jelas apa yang dimaksud dengan alat bukti dan bagaimana
kekuatan alat bukti seperti yang disebut oleh pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut di

atas, ada baiknya diuraikan tentang alat-alat bukti di bawah ini.

Saksi

1. Keterangan

Menurut hukum acara pidana, keterangan saksi merupakan bukti yang paling
penting. Boleh dikatakan keterangan saksi dalam setiap proses pemeriksaan perkara
pidana tetap diperlukan walaupun seandainya bukti berupa surat atau keterangan
terdakwa telah ada. Meskipun di atas telah diuraikan bahwa setiap pemeriksaan
perkara pidana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa harus
didukung 2 (dua) alat bukti yang sah, namun walaupun telah dipenuhi syarat tersebut

dalam prakteknya masih juga diusahakan untuk mendengar keterangan saksi, dan

keterangan saksi tersebut setidak-tidaknya harus ada dua.
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Untuk lebih jelasnya dapat disimpulkan :

a. Setiap keterangan saksi yang bukan apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa
pidana yang terjadi atau yang bukan yang dilihat atau yang dialaminya sendiri,
tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti.

b. Testimonium de auditu yaitu saksi yang memberikan keterangan berdasarkan dari
orang lain atau pihak ketiga, tidak mempunyai nilai.

c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan
keterangan saksi.

Kesaksian yang Testimonium de auditu tidak dapat dijadikan sebagai alat
bukti yang sah menurut hukum, hal ini sesuai dengan kehendak dan tujuan hukum
acara pidana yaitu mencari kebenaran yang materil, lagi pula untuk perlindungan
terhadap hak-hak azasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya
mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian de auditu
patut tidak dipakai di Indonesia.

Namun demikian, kesaksian de auditu perlu pula didengar oleh hakim,
walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi sepanjang ia dapat
sesuai dengan alat-alat bukti yang lain dan sepanjang keterangan itu benar adanya,
dapat memperkuat keyakinan hakim sehingga dapat djjadikan sebagai bukti petunjuk
yang penilaian dan pertimbangannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Hal ini sesuai pula dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan :

“ iiisss0000. hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi
de auditu yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja

unrteEiedinye (dagh \rangy dain. Larangan semacam ini baik, bahkan sudah
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satu Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi jurisprudensi tertanggal 14
Mei 1973 No. 28 K/K1/1972, yang telah membatalkan Putusan pengadilan Tinggi
Palembang dan Pengadilan Negeri Jambi karena telah salah menerapkan hukum
formil dalam perkara pidana No. 200/PN.1969, yang isinya berbunyi sebagai berikut :
“ Isteri yang syah dari tertuduh tidak dapat dijadikan sebagai saksi yang disumpah .

Menurut Pasal 171 KUHAP, yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan
tanpa sumpah ialah :

a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Mengapa anak yang masih di bawah umur serta orang yang sakit jiwa, sakit
ingatan, digolongkan ke dalam saksi yang mempunyai hak ingkar, karena mereka ini
tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara sempurna dan ada
kecenderungan untuk membesar-besarkan keadaan sebenarnya, apalagi jika
dihubungkan dengan nilai dan kekuatan keterangan yang diberikan seorang untuk
memberikan kesaksian menurut hukum acara pidana dimana ia harus disumpah atau
berjanji terlebih dahulu sebelum memberi keterangannya, sementara mereka itu tidak
dapat (dilarang) untuk disumpah menurut hukum pidana. Dengan demikian
keterangan saksi yang disebut oleh pasal 171 KUHAP hanya sebagai bukti petunjuk
bagi hakim.

Sedangkan bagi orang yang mempunyai hubungan darah diberikan hak ingkar

oleh undang-undang dengan alasan :
8N RAk mencegah kemungldnan diberikannya keterangan yang tidak objektif.
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Di dalam KUHAP dikenal 2 (dua) macam atau jenis saksi yang dapat
dimajukan sebagai saksi di depan persidangan pengadilan dalam rangka pembuktian
terhadap peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Kedua jenis saksi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Saksi a decharge.
“ Saksi a decharge adalah saksi yang diajukan oleh tersangka/terdakwa atau
penasehat hukum yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang
menguntungkan bagi tersangka/terdakwa “.
Kesaksian a decharge seringkali diperlukan oleh terdakwa, apabila
terdakwa telah mengemukakan alibi yaitu bahwa ia berada di tempat lain pada
saat tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya terjadi, atau bahwa ia benar-
benar tidak pernah berada di tempat kejadian baik sebelum, selama atau sesudah
tindak pidana yang bersangkutan terjadi. Keterangan saksi a decharge akan
menguatkan alibi terdakwa tersebut.

b. Saksi a charge.
“ Saksi a charge adalah yang memberikan keterangan yang dengan keterangannya
itu dapat memberatkan suatu dakwaan terhadap diri terdakwa .
Saksi a charge pada umumnya diajukan oleh penuntut umum dalam konteks atau
sebagai upaya untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Selain kedua saksi di atas di dalam praktek beracara di pengadilan dikenal
juga saksi lainnya yaitu :
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3. Surat
Surat sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur di dalam pasal 184

ayat (1) sub 3.

Menurut pasal 187 KUHAP, surat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana
yang disebut oleh pasal 184 ayat 1 sub 3 adalah :

- Surat yang dibuat atas sumpah jabatan

- Surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Surat yang dibuat atas sumpah jabatan itu terdiri dari :

a. Berita acara dan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang

atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau
keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan
alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
Jadi agar surat resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang mempunyai nilai
kekuatan sebagai alat bukti, haruslah memuat tentang kejadian atau keadaan
yang didengar, dilihat atau yang dialami si pejabat itu sendiri serta menjelaskan
dengan tegas tentang keterangan yang dibuatnya itu.

b. Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang
dibuat oleh aparat pengelola administrasi dan kebijaksanaan eksekutif yang
diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan. Misalnya surat izin
bangunan, surat izin eksport dan lain sebagainya.

c. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang ahli, sebagai mana yang

unjinvaiakan. oleh, pasal, 187 huruf ¢ KUHAP, yaitu surat keterangan yang

Document Accepted 2/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin U{lj&?ﬂ?ﬁgﬂ?ﬂ%@{ﬁﬁw uma.acid)2/8/24



Rozain - Kedudukan Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dalam Suatu Pemeriksaan....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin UW&e&sg’tﬁ&%e%@{ﬁgry uma.ac.id)2/8/24



Rozain - Kedudukan Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dalam Suatu Pemeriksaan....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin UW&e&sg’tﬁ&%e%@{ﬁgry uma.ac.id)2/8/24



Rozain - Kedudukan Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dalam Suatu Pemeriksaan....

sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami
sendiri “.

Dari pengertian tersebut dapat dimengerti apa yang sebenarnya yang
dimaksud dengan keterangan terdakwa yaitu apa yang terdakwa nyatakan atau
jelaskan di sidang pengadilan, apa yang diterangkannya itu menyangkut tentang
perbuatan yang dilakukannya sendiri, atau yang diketahuinya atau sebab itu

dialaminya sendiri yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

E. Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti

Pendapat ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua dalam Pasal 184
ayat (1) KUHAP. Ini berbeda dengan HIR yang tidak mencantumkan keterangan ahli
sebagai alat bukti.

KUHAP sama sekali tidak memberi penjelasan apa sebenarnya yang disebut
dengan ahli dan apakah yang dimaksud dengan keterangan ahli itu. KUHAP hanya
merumuskan tentang keterangan ahli dalam satu pasal saja, yaitu dalam Pasal 186
KUHAP, itupun tidak diberikan penjelasan apa-apa tentang ahli. Terpaksa dalam
mencari dan menemukan pengertian tentang ahli dihubungkan dengan beberapa pasal
yang terdapat di dalam KUHAP, yaitu pasal 1 butir ke-28, pasal 120, pasal 133, pasal
179 dan pasal 180 KUHAP.

Pasal 1 butir ke-28 KUHAP menyebutkan: keterangan ahli adalah keterangan

yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang

dl‘tfﬁ]lmﬂmlfﬁiﬁﬁbﬂtﬁ Aterang suatu perkara pidana guna kepentingan
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pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 120 KUHAP menyebutkan: Keterangan ahli ialah orang yang memiliki
“ keahlian khusus “, yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya
yang sebaik-baiknya. Jika diperhatikan pasal 133, pasal 179 dan pasal 186 KUHAP,
pada hakekatnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli
adalah yang dimaksudkan oleh pasal 1 butir ke-28 atau pasal 120 KUHAP. Yang
terpenting harus diketahui bahwa keterangan ahli itu mempunyai unsur :

a. Keahlian khusus,
b. Keterangan itu harus menurut pengetahuannya.

Pengertian ilmu pengetahuan oleh HR (Hoge Raad) meliputi kriminalistik.
Sedang Van Bemmeden mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan
sidik jari dan sebagainya termasuk ke dalam pengertian ilmu pengetahuan.

Dalam menilai apakah sesuatu keterangan dapat dinilai sebagai keterangan
ahli, bukan hanya semata-mata ditinjau dari faktor keahliannya atau faktor orangnya
saja, tetapi ditentukan juga oleh faktor Bentuk keterangannya. Walaupun yang
memberikan keterangan itu benar-benar seorang ahli, tetapi kalau ahli tersebut
memberikan keterangannya berdasarkan apa yang ia lihat sendiri, ia sendiri atau yang
dialaminya sendiri, maka keterangan ahli tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai
keterangan ahli, melainkan dikatakan sebagai keterangan saksi biasa.

Sebaliknya walaupun seorang ahli memberikan keterangannya berdasarkan
keahliannya yang khusus untuk itu, tetapi jika ia dalam memberikan keterangan

tersebut tidak berdasark: intaan dari idik dal i
4 1\?1 \}IERSITAS ISI E%sAaf\I aAnR erm dari penyidik dalam pemeriksaan perkara
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pendahuluan atau bukan permintaan dari Hakim, Jaksa atau terdakwa dalam
pemeriksaan di persidangan maka keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut dapat

dikategorikan sebagai keterangan ahli.

F. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembunuhan

Sebab—sebab terjadinya pembunuhan sebagai suatu tindak pidana tentunya
beraneka ragam ditelaah dari motif pelaku itu sendiri. Walaupun secara jelas belum
dapat diberikan sutu teori tentang sebab-sebab tindak pidana pembunuhan, namun
banyak factor yang telah diidentifikasikan, yang sedikt banyaknya mempunyai
korelasi dengan frekuensi tindak pidana pembunuhan. Factor-faktor tersebut secara
kasar dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, walaupun demarkasi antara
ketiganya tidak selalu jelas, yaitu:

1. Kondisi-kondisi social yang menimbulkan hal-hal yang merugikan hidup
manusia. Kemiskinan yang meluas dan pengangguran, pemerataan kekayaan yang
belum berhasil diterapkan, pemberian ganti rugi tidak memadai, pada orang-orang
yang tanahnya diambil pemerintah kurangnya fasilitas pendidikan,dan lain-lain.

2. Kondisi yang ditimbulkan oleh urbanisasi dan industrialasai. Indonesia sebagai
suatu Negara berkembang sebenarnya menghadapi suatu dilemma. Pada satu
pihak merupakan suatu keharusan untuk melaksanakan pembangunan, dan pada
pihak lain pengakuan yang bertambah kuat, bahwa harga diri pembangunan itu

,adalah peningkatan yang menyolok dari kejahatan. Luasnya problema yang

uNTReL farena; Banyakeya perpindahan, dan peningkatan fasilitas kehidupan,
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan Pasal 340 KUH
Pidana amat sangat penting, karena dengan adanya pembuktian maka akan
diketahui siapa yang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana
pembunuhan, bagaimana proses pembunuhan terjadi, serta alat apa yang
dipakai dalam pembunuhan tersebut. Kedudukan pembuktian ini juga
memberikan pilihan bagi hakim untuk memutus perkara pembunuhan
tersebut.

2. Upaya-upaya penyidik dalam mencari bahan bukti yang berhubungan dengan
kasus pembunuhan adalah dengan melakukan olah TKP dimana terjadinya
pembunuhan tersebut. Identifikasi TKP akan memunculkan siapa korban,
bagaimana pembunuhan tersebut dilakukan, alat-alat yang dipergunakan
dalam pembunuhan dan juga mengidentifikasi apakah ada pihak-pihak

tertentu yang menyaksikan pembunuhan tersebut.

B. Saran
1. Kepada pihak penyidik hendaknya dapat meningkatkan kemampuan sumber
daya manusianya khususnya dalam penyidikan suatu peristiwa pembunuhan
. . . K
UNIV ]:YP%ISl%FA%eI\‘/Y%SSANuRR ggmakm berkembang polanya dan adanya upaya
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